BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

a. bahwa berdasarkan Diktum Keempat Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025, Presiden menginstruksikan
kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan
efisiensi anggaran dan melakukan penyesuaian belanja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 yang bersumber dari transfer ke Daerah;

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi
Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025, terdapat perubahan rincian Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi
Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,
dan Dana Desa menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan
Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan
penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 976 /37 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian
pendapatan maupun rincian belanja yang bersumber dari
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;



Mengingat

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan
Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan
Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan
Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh
Pertanian Tahun Anggaran 2025, terdapat perubahan
alokasi khususnya untuk Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan
Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025
kepada Kabupaten Grobogan;

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 100.3.3.1/14 Tahun 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil
Penerimaan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, perlu
dilakukan penyesuaian pendapatan dan belanja yang
bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah kepada
Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025;

bahwa menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor
733/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Petunjuk Teknis
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Mulut dan Kuku Tahun 2025, diperlukan penunjangan
anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan
anggaran dan tertib administrasi dalam penatausahaan
dan  pelaporan  serta  berdasarkan = pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu penyesuaian
anggaran dengan mengubah Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g, dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor
42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor



Menetapkan

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2021 Nomor 4);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 8);

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2024 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor

42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah

Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 42) diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan ringkasan penjabaran perubahan APBD yang
diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek,
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan penjabaran APBD menurut urusan
pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

3. Ketentuan daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

4. Ketentuan daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN...NOMOR...



